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KETUA MAHKAMAH AGUNG

i _
REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 25 April 2016
Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/IV/2016 Kepada Yth,
' 1. Para Ketua Pengadilan
Negeri/Niaga. NPT
2. Para  Hakim - Pengadilan -
Niaga. : S
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN.
- Nomor 2 Tahun 2016

TENTANG

PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI L
PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 'Kepailitéiﬁ dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk menjamm S _
kepastian, ketertiban, pcnegakan dan perhndungan hukum guna

rnendukung pertumbuhan dan perkembangan pelekonorman nasxonal

Untuk mewujudkan ~tujuan tersebut ‘perl  ada’ upaya untuk"__f' : S
mendorong lahirnya sistem penanganan perkara yang ba;k, yaltu yang
mampu memfasilitasi kégagalan ussha yang terjadi di 1apangan sekahgus:- e

menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia - usaha secara;::'."-"".'-f'-'_':': -

makro akibat kegagalan bayar yang terjadi diantara pelaku usaha Pada:”._._: : -
saat yang sama proses penanganan perkara - kepaahtan juga harus
memberikan pcrhndungan tcrhadap kepenungan kredltur maupun f_':
debitur. '. Sl e
Untuk terwujudnya mdksud di atas, Mahkarmah Agung mengambal'zi____"f'f-_"-_
kebijakan sebagat bemkut E :

I. Efisiensi Proses Penanganan Perkara

1. Undang-Undang Nomor 37 ’I‘ahun 2004 tcntang I&epalhtan dan-:'-.:_:’”'i_:'.”':'
Penundaan K ewajlban Pembayaran Utang telah menentul«:an secar a e
spesmk jangka wakm penanganan perkara Aparatur peradﬂan_}:_':..._.- :

harus memastikan tercapamya pemenuhan jangka walcty yang ada o




.

serta memanfaatkan waktu yang tersedia seoptimal mungkin
sehingga penanganan perkara kepailitan dapat diselesaikan
sebelum jangka waktu yang ditentukan. Penjabaran alur proses dan
jangka waktu tertera dalam Lampiran Surat Edaran ini.

. Untuk mewujudkan efisiensi serta efektivitas budel pailit, Hakim
Pengawas berwenang memerintahkan kurator untuk menyampaikan
jadwal kerja pada rapat kreditur.

. Dalam hal terjadi kondisi proses pemberesan budel pailit yang
berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja vyang
disampaikan pada rapat kreditur, Hakim Pengawas 'berwéﬁaﬂg :
untuk :

a. memanggil dan meminta penjelasan kurator;

b. memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan =

kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia;
c. mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.

Transparansi Proses Penanganan Perkara dan Pemberesan

1. Dalam hal pengangkatan pengurus/kurator, Pengadilan/Majelis

Hakim Niaga harus memperhatikan usulan perichon :-de'ngaﬁ:"fetép

berpegang pada ketentuan syarat bagi kurator yaitu.-ihd'epérideﬁ-,l"

tidak ada benturan kepentingan dan tidak sedang : 'ménan:gani'
perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara. Dalam hal 'te'rja'di S

usulan nama-nama kurator yang diajukan lebih 'dari'-sa'tu ‘maka '

Pengadilan/Majelis Hakim Niaga dapat membentuk Tim Kurator"':'_.

dengan mempertimbangkan komposisinya berdasarkan. kepentingan Gl

para pihak. Format surat usulan permohonan terlampw

. Dalam hal permohonan kepailitan atau penunda_an kewaji’b.an- e

pembayaran utang diajukan oleh debitur, permochonan 'VJajib' SR

dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur miengenai .

pengusulan nama pengurus/curator dalam permochonan. Surat -

persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya

permohonan. Format surat terlampir,

. Untuk menjamin transparansi pemberesan bﬁdel":'p"ailit,' “Hakim:

Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan- =




-3

perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk k'eperluari
Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditur. Jika
setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang
diperlukan, maka Hakim Pengawas berwenang untulk :

a. memanggil dan meminta penjelasan kurator;

b. memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan -

kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Halk Asasi'f--' .

Manusia;

¢. mengusulkan penggantian kurator kepada.Majéiis Haklm Nlaga i

Demikian agar diperhatikan dan dllaksanakan dengan penuh‘ SRR

tanggung jawab.

Tembusan Kepada Yth :

AR E

: JLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia; '
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Para Ketua Pengadilan Tinggi; S

[AHKAMAH AG’U’NG L
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LAMPIRAN II
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2016

PENINGKATAN EFISIENSI DAN

TRANSPARANSI PENANGANAN

PERKARA KEPAILITAN DAN

PENUNDAAN KEWAJIBAN A
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN = .

SURAT PERMOHONAN PENCALONAN KURATOR

Hal Permohonan Pencalonan ~(nama kota).., .....{tanggal)..............

Kurator pada Perkara

Permohonan Pailit Nomor Kepada Yth. . -

............ Ketua Majelis Hakim Nl&g&
pada .~f:-f-‘1 S
Pengadilan Negen/Nxaga
di S
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perkara permohonan Kepailitan yang sedang kam1ajukan
terhadap: _ e

Nama ! ....jnama debltur]..'... e

Alamat :....[alamat]..... S
yang kami daftarkan pada tanggal ... dengan nomorﬁf:.
TeZISter...oovviiii v maka bersama - ini- karm : secara resmi e
mengusulkan agar Majelis Hakim pada Pengadllan Nlaga ..... L dapat'__'. SR

menunjuk kurator (-kurator), yaitu :

Nama Kurator
Nomor Identitas/Induk
Alamat

Anggota Asosiasi . AKPI / IKAPI
dan/atau (secara bersama-sama)

Nama Kurator
Nomor Identitas/Induk
Alamat

Anggota Asosiasi s AKPL / IKAP

dst.




untuk dapat menunjuk kurator/pengurus yang l{am1 u'smk'ari. '_-..Séﬁég”ai e
Kurator/Pengurus pada perkara yang dimaksud. - S

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perkenan Majelis Halkim

Niaga kami ucapkan terima kasih,

Hormat kami,

...{debitur/kreditur)...




LAMPIRAN I R
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2016

PENINGKATAN EFISIENSI DAN
TRANSPARANSI PENANGANAN
PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN L
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN -

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ATAS NOMINASI KURATOR

Hal : Pernyataan Tidak Keberatan ..(nama kota).., ..... (tanggal)..............
Atas Nominasi Kurator/

Pengurus Oleh Debitur Kepada Yth.

Ketua Majelis Hakim Niaga
pada S R
Pengadilan Negeri/Niaga S

........................

Tempat

Dengan hormat,

Schubungan dengan usulan penunjukan Sdr/i-...(nama kﬁr&i’tdr)'}::.-'. sebaga1 Sk

Kurator oleh Debjtur dalam

perkara permohonan- Pailit "_{N’gmm;-_-.-_:_*_"(14“3:m-01.-.:-_-__---_ S

perkara)..., pada prinsipnya kami dapat menerima, dan--t_idak -bez‘keberét_tan"-::ét'a"s_'."Q' :j?: S

usulan penunjukan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan denganlukadba1kguna

penyelesaian perkara kepailitan yang sedang berjalan, S e

Hormat kami,

.(kreditur)..




